DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 171/11/KEP.DPRD/2010

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMEDANG

bahwa 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang telah dibahas
secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
atas 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang harus ditetapkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273),
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 No 126, tambahan
lembaran Negra Republik Indonesia No 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 150,
tambahan lembaran Negra Republik Indonesia NO
4456),
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3520);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 No 112, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3520); ,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan Pemerintah antara
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20.

21.

2.

23.

24.

25.

26.

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737); .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169
Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan
Program Legislasi Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 25);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Produk Hukum Daerah (lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang tahun 2008 No 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten = Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7):
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (lebaran
daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor
1). sebagaimana telah di ubah denga Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Derah
Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahunh 2008
tentang Pembentukan Organisasi  Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3),
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
13 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 — 2013 ( Lembaran

?;;?rah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009  Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
1),

28 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang;

Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 9 Nopember
2010;

MEMUTUSKAN

Menyetujui 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Tentang Program Legislasi Daerah;

3. Rancangan Peraturan  Daerah Kabupaten
Sumedang Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana

Desa;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
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Ditetapkandi : SUMEDANG
pada tanggal : 9 Nopember 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

——

s

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

(o= F

ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi Drs. H. SARNATA Ir. EDI ASKHARI

Salinan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;

3. Yth. Bupati Sumedang;
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